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ABSTRAK

Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian adalah inkonsitusionalitas pasal
416 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVI11/2019
sedangkan pasal serupa yaitu Pasal 159 Ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun
2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) telah
dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XI1/2014,
sehingga hal ini diyakini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (3),
Pasal 6A ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan
Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah
Konstitusi putusan Nomor 39/PUU-XVI1/2019 dan norma dalam Pasal 159 ayat
(1) UU Pilpres, dan telah pula diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 50/PUU-XI11/2014, bertanggal 3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut
Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dan dengan demikian norma
dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak lagi mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat serta untuk mengetahui akibat hukum dari
inkonstitusionalitas Pasal 416 ayat (1) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
39/PUU-XVI11/2019 dan substansi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang
telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah secara bersyarat tersebut dimuat
kembali dengan rumusan yang persis sama oleh pembentuk undang-undang
sebagaimana dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan
pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menganggap bahwa pembuat
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah melakukan
kesalahan dan kekhilafan yang nyata, terlebih lagi sudah menjadi tugas dan
kewenangan mahkamah konstitusi dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD
1945, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguiji
undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Kata kunci: Pemilihan umum, Undang-undang pemilihan umum, UUD 1945
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ABSTRACT

The main issue raised in the research is the unconstitutionality of Article 416
paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections based on
the Decision of the Constitutional Court Number 39/PUU-XVII/2019 while a
similar article is Article 159 Paragraph (1) of Law No. 42 of 2008 concerning the
General Election of the President and Vice President (UU Pilpres) has been
canceled by the Constitutional Court Decision Number 50/PUU-XI1/2014, so this
is believed to be contrary to Article 1 paragraph (2), Article 6A paragraph (3),
Article 6A paragraph (4), Article 28D paragraph (1), Article 28H paragraph (1),
Article 28H paragraph (2), and Article 281 paragraph (4) of the 1945
Constitution. The purpose of this study is to determine the method of legal
interpretation in judges' legal considerations. The Constitutional Court's decision
Number 39/PUU-XVI11/2019 and the norms in Article 159 paragraph (1) of the
Presidential Election Law, and has also been decided in the Constitutional
Court's Decision Number 50/PUU-XI1/2014, dated 3 July 2014. In that decision
the Court granted the petition of the Petitioners and thus the norm in the
provisions of Article 159 paragraph (1) of the Presidential Election Law no
longer has the legal force to bind conditionally and to find out the legal
consequences of the unconstitutionality of Article 416 paragraph (1) of the
Constitutional Court Decision Number 39/PUU-XVII/2019 and substa The
content of the provisions of Article 159 paragraph (1) of the Presidential Election
Law which has been conditionally canceled by the Court is reloaded with the
exact same formulation by the legislators as in Article 416 paragraph (1) of the
Election Law. The research method used is normative juridical with a statutory
approach, and a case approach in the form of court decisions that have
permanent legal force. The results of this study are the researchers consider that
the makers of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections have made
real mistakes and mistakes, moreover it has become the duty and authority of the
constitutional court in the provisions of Article 24C Paragraph (1) of the 1945
Constitution, the Constitutional Court is given the authority to adjudicate at the
first and final levels whose decisions are final, among others, to examine laws
against the constitution.

Keywords: General election, general election law, 1945 Constitution

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dalam menjalankan fungsinya membutuhkan lembaga-
lembaga negara yang masing-masing memiliki peran untuk mendukung
terlaksananya suatu tujuan yang terdapat dalam konstitusi negara itu sendiri.
Indonesia secara fungsi penting memiliki tiga pemisahan lembaga negara
dengan kekuasaannya tersendiri yaitu: lembaga legislatif, lembaga eksekutif,

dan lembaga yudikatif.
Secara umum lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang
memiliki tugas membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan
dalam suatu negara. Lembaga eksekutif adalah kekuasaan untuk
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melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Lembaga
yudikatif adalah suatu lembaga bersifat teknis yuridis yang berfugsi untuk
mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-
undangan®.

Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun
1945 lembaga yudikatif di Indonesia dikuasai oleh Mahkamah Agung dengan
badan peradilan dibawahnya. Dalam perkembangannya lembaga yudikatif di
Indonesia sesuai dengan amandemen ketiga Undang-undang Dasar Tahun
1945 yang ditetapkan pada 9 November 2001 membuka berdirinya suatu
lembaga yudikatif baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam hal lembaga eksekutif, Indonesia sebagai negara yang
menganut sistem demokrasi dalam berjalannya suatu fungsi eksekutif
dilaksanakan oleh lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh seorang
presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6¢ Presiden
dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Untuk perumusan dan penetapan undang-undang di Indonesia
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama
dengan presiden. Seperti halnya lembaga eksekutif, setelah dicetuskannya era
reformasi anggota lembaga legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui mekanisme pemilihan umum.

Pemilihan umum vyang diselenggarakan untuk memilih Anggota
Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden terakhir kali diselenggarakan
pada tahun 2019, segala hal tentang ketentuan tata cara pemilihan umum
tersebut dijalankan berdasarkan peraturan perundang-udangan tentang
pemilihan umum dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum.

Pada implementasinya dalam mengatur tata cara pemilihan umum
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dianggap
masih terdapat kekurangan dan pertentangan. Adanya gugatan uji materi
menandakan adanya pertentangan undang-undang tersebut terhadap konstitusi
Republik Indonesia. Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam
Undang-undang Dasar, lembaga yang berhak untuk menguji dalam hal
adanya pertentangan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah
Mahkamah Konstitusi.

Uji materi yang dimohonkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk Pasal 416 ayat (1).

Pada dasarnya pasal yang dimohonkan untuk uji materi tersebut
memiliki isi rumusan yang sama dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-undang
No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

! Nurul Huda, Hukum Lembaga Negara (Bandung: Refika Aditama, 2020)
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yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 50/PUU-XI1/2014, Adapun bunyi Pasal 416 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bunyi
Pasal 159 Ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh
suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara
di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 122 (setengah) jumlah provinsi di
Indonesia”.

Berdasarkan permohonan uji materi yang dimohonkan oleh para
pemohon: Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.; Antonius Cahyadi, S.H., LL.M.;
dan Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. isu konstitusional yang ada
adalah adanya potensi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang
akan mengalami pengulangan, setidaknya sampai putaran kedua, walaupun
hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal
demikian karena ketentuan a quo hanya mengatur syarat keterpilihan Presiden
dan Wakil Presiden dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden
diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon. Pasal 416 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut dianggap
oleh para pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (3),
Pasal 6A ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2),
dan Pasal 28l ayat (4) UUD Tahun 1945 karena telah merugikan dan
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam
tulisan ini para penulis tertarik untuk menganalisa dan membuat fokus
penulisan terhadap inkonstitusionalitas pasal 416 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV11/2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu rumusan
masalah, yaitu: Bagaimana inkonsitusionalitas pasal 416 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVI11/2019 sedangkan pasal serupa
yaitu Pasal 159 Ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah lebih dahulu dibatalkan
oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X11/2014?

C. Metode Penelitian
Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek
Penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV11/2019.
Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan utama yang digunakan dalam
sebuah penelitian hukum normatif. Dalam tulisan ini bahan hukum primer
yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-
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XVI11/2019. Peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu: UUD NRI
1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XI11/2014, dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan bahan
hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer
yang terdiri dari buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan objek penelitian
ini. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu
kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam
tulisan ini.

D. Tinjauan Pustaka
1. Teori Pembuatan Undang-undang

Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum,

maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal
pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa
persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan
sebagai landasan yuridis dari suatu Peraturan Perundang-undangan.
Persyaratan yuridis yang dimaksud di sini adalah:

1)

2)

3)

Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang.

Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh
pejabat atau badan yang mempunyai wewenang untuk itu. Kalau
persyaratan ini tidak diindahkan maka menjadikan suatu Peraturan
Perundang-undangan itu batal demi hukum (van rechtswegenietig).
Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan Perundang-undangan dengan
materi muatan yang akan diatur. Ketidaksesuaian bentuk/jenis ini dapat
menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-undangan yang
dimaksud. Misalnya kalau di dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa suatu ketentuan akan
dilaksanakan dengan Undang Undang, maka hanya dalam bentuk undang-
undang-lah itu harus diatur.

Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan.

Pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan harus melalui
prosedur dan tata cara yang telah ditentukan. Misalnya suatu Rancangan
Undang-undang dibahas olen Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
untuk mendapat persetujuan bersama, Peraturan Daerah ditetapkan oleh
Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Dalam rangka pengundangannya juga harus ditentukan
tata caranya, misalnya Undang-undang diundangkan dalam Lembaran
Negara, agar mempunyai kekuatan mengikat.

Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi tingkatannya.

Sesuai dengan pandangan  stufenbau  theory, Peraturan
Perundangundangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya
hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi
tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi Peraturan
Perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu
Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak
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boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Teori hierarki norma ini diterapkan di Indonesia sehingga undang-
undang harus mengacu atau bersesuaian dengan UUD 1945. Hal demikian
karena rakyat Indonesia bersepakat untuk menempatkan UUD 1945
sebagai norma dasar negara (staatsgrundnorm), bahkan ditempatkan
sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) mengingat
Pancasila yang berfungsi sebagai norma fundamental bagi pembentukan
pasal-pasal batang tubuh” UUD 1945 dirumuskan/dituliskan di dalam
Pembukaan UUD 1945.

Teori hierarki norma tersebut dianut dalam UU Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
mengatur jenjang perundang-undangan di Indonesia dari tingkat tertinggi
menuju terendah adalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan enam

asas Undang-undang, yaitu?:

a. Undang-undang tidak berlaku surut (non retroaktif).

b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (sistem hierarki).

c¢. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang

. yang bersifat umum (Lex specialis derogat lex generalis).

e. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang
yang berlaku terdahulu (Lex posteriore derogat lex priori);

f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dan

g. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat
mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun
individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas Welvaarstaat).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan, dalam membentuk
Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

@meoooTe

o

[o})

2 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi
(Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, Cet. ke-3, 1989), hal. 7-11
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f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
2. Teori Demokrasi

Istilah demokrasi yang berasal dari gabungan dua kata, yakni demos
dan krotos, yang menunjukkan bahwa demos/populous/rakyatlah yang
menjadi titik sentral dari demokrasi. Gagasan, asumsi, konsep, dan teori
tentang demokrasi menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dan
titik sentral dalam demokrasi adalah rakyat.®

Tipe demokrasi yang ideal diwujudkan dalam derajad yang berbeda-
beda. Melalui konstitusi yang berbeda-beda pula. Demokrasi langsung
adalah demokrasi yang mempunyai derajad paling tinggi. Demokrasi
langsung dapat ditandai dengan fakta, bahwa pembuat peraturan, dan juga
fungsi eksekutif dan fungsi legislatif, dilakukan oleh masyarakat di dalam
pertemuan akbar atau sebuah pertemuan umum. Pelaksanaan semacam ini
hanya mungkin terjadi di dalam masyarakat-masyarakat kecil dan di bawah
kondisi-kondisi sosial yang sederhana. Oleh karenanya, dalam pendapat
Hans Kelsen dan sebagian besar pemikir politik dan ketatanegaraan lainnya,
demokrasi langsung semacam ini tidak lagi mendapatkan tempat dalam
konsep demokrasi modern yang saat ini sedang diwacanakan oleh banyak
pemerintahan di dunia. Hal yang paling mungkin terjadi adalah suatu
demokrasi dimana fungsi legislatif dijalankan oleh parlemen yang dipilih
oleh rakyat, dan fungsi eksekutif dan yudikatif juga dijalankan melalui
pemilihan umum yang dijamin keabsahannya. Pada kondisi ini, Hans Kelsen
menyatakan pendapatnya bahwa suatu pemerintahan adalah sebuah
“perwakilan” karena sepanjang pejabat-pejabatnya dipilih oleh rakyat, maka
pejabat tersebut bertanggungjawab penuh terhadap pemilihnya. Jika
kemudian pemerintahan tidak bisa bertanggungjawab penuh terhadap
pemilihnya, maka hal ini tidak bisa disebut sebagai “perwakilan yang
sesungguhnya”.

Dalam demokrasi modern, secara mencengangkan, Hans Kelsen
berpendapat bahwa apa yang terjadi dewasa ini di negara-negara yang
mengatasnamakan negara demokrasi, ternyata tidak sepenuhnya memahami
proses keterwakilan ini. Prinsip keterwakilan yang dipahami oleh Hans
Kelsen  ternyata  berorientasi pada ada  tidaknya  proses
pertanggungjawabannya terhadap pemilih. Ini artinya, demokrasi dalam
konteks perwakilan mengharuskan adanya pertanggungjawaban yang besar,
terutama secara moral, kepada para pemilihnya, dan bukan
pertanggungjawaban terhadap partai politik yang mengusungnya.*

Dasar pemikiran modern tentang demokrasi sendiri adalah ide
politis tentang kedaulatan rakyat dalam pemerintahan suatu negara, yakni
semua kekuasaan politik dikembalikan kepada rakyat sebagai subyek asal
otoritas ini sehingga rakyat pun berperan serta dalam pengambilan

3 Anis Ibrahim, Legislasi dan Demokrasi; Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam
Pembentukan Hukum di Daerah, In-Trans Publishing, Malang, 2008, him. 254.

4 HM. Thalhah, Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans

Kelsen, Jurnal Hukum No. 3 VOL. 16 Juli 2009: 413 - 422
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keputusan politik yang menjadi perhatian mereka ataupun secara
keseluruhan menjalankan kekuasaan tertinggi negara dalam satu tingkat
yang terbatas (demokrasi langsung atau demokrasi murni), sehingga proses
hukum dituangkan dalam undang-undang yang mengatur rakyat mengambil
bagian pemerintahan secara tak langsung lewat wakil yang dipilih secara
bebas dan rahasia yang nantinya mewakili pengambilan kebijakan politik
negara dalam waktu tertentu (demokrasi perwakilan atau demokrasi
representatif).>

3. Konstitusi

Dalam kosakata bahasa Indonesia, istilah konstitusi mempunyai dua
makna vyaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan
undang-undang suatu negara. Undang-undang dasar menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia berarti undang-undang yang menjadi dasar semua undang-
undang dan peraturan lain di suatu negara yang mengatur bentuk, sistem
pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan pemerintahan.

Dalam kepustakaan Belanda istilah konstitusi dikenal dengan
sebutan Grondwet atau undang-undang yang menjadi dasar dari segala
hukum. Konsep ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen
mengenai konstitusi. Menurut Hans Kelsen, konstitusi yang biasa disebut
sebagai hukum fundamental negara merupakan dasar dari tatanan hukum
nasional. Sebagai dasar dari tatanan hukum nasional, konstitusi menjadi
sumber validitas norma hukum nasional. Kelsen menerangkan bahwa
ditinjau dari teori politik, konsep konstitusi juga mencakup norma-norma
yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan
yudikatif tertinggi.

4. Pengujian Konstitusional

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian
konstitusional (constitutional review) undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), didasarkan
pada teori hierarki norma yang disampaikan oleh Hans Kelsen dengan
mengatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-
tingkat dengan hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial
antara norma di atasnya dan norma di bawahnya. Jadi, norma yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi agar
menjaga harmonisasi di setiap tingkatan norma. Kesesuaian norma
sebagaimana yang disampaikan tersebut, penting menjadi perhatian karena
berhubungan kekuatan mengikat (binding force) norma, Hans Kelsen
menyatakan, to say that a norm is valid, is to say that we assume its
existence or what amounts to the same thing - we assume that it has
“binding force” for those whose behavior it regulates (Kelsen, 1949: 30).
Untuk itu, ketika norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang
lebih tinggi, maka dapat dinyatakan batal tidak memiliki kekuatan mengikat
(null and void).

% Lorens Bagus. Kamus Filsafat. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2000. him. 154
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Pengujian undang-undang disebut sebagai pengujian
konstitusionalitas karena menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya.
Norma UUD 1945 diposisikan sebagai ’norma perintah”, sementara norma
UU diposisikan sebagai “norma pelaksana”. Sebagai norma pelaksana maka
UU harus bersifat lebih teknis dan lebih sempit cakupannya dibandingkan
dengan UUD 1945. Dengan kata lain, UU bersifat konstitusional ketika
menafsirkan norma UUD 1945 secara lebih teknis sehingga dapat
diterapkan dalam kehidupan berhukum sehari-hari. Dalam praktik pengujian
konstitusionalitas, suatu norma UU dapat dinilai i) sesuai dengan UUD
1945; i) tidak bertentangan dengan UUD 1945; atau iii) bertentangan
dengan UUD 1945. Dikategorikan “bertentangan dengan UUD 1945 ketika
isi suatu norma UU berlawanan dengan kehendak UUD 1945. Apakah
berlawanan kehendak ini hanya dalam derajat ringan atau dalam derajat
berat, tidaklah menjadi persoalan. Keduanya akan masuk dalam kategori
bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan secara hukum
berakibat norma UU dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

E. Pembahasan
1. Kasus Posisi

Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, Pukul 14.15
WIB, Mahkamah Konstitusi telah selesai menggelar Sidang Pengucapan
Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 39/PUU-XVI1/2019.
Dalam sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 39/PUU-XVI1/2019,
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan pokok perkara Pasal 416
Ayat (1) UU Pemilu memiliki rumusan yang sama persis dengan Pasal 159
ayat (1) UU Pilpres yang telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XI1/2014, sehingga bertentangan
dengan UUD 1945. Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah
Ignatius  Supriyadi, Antonius Cahyadi, dan Gregorius Yonathan
Deowikaputra, yang ketiganya mendalilkan diri sebagai perorangan warga
negara.

Pasal/Ayat UU Pemilu yang dimohonkan pengujian bahwa para
pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 416
Ayat (1) UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 416 ayat (1)
UU Pemilu:

(1) pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh
suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam
pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% (dua
puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari %
(setengah) jumlah provinsi di indonesia.
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Dengan uji batu uji sebagai berikut: Bahwa Pasal 416 ayat (1) UU
Pemilu dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2),
Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat
(1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 281 ayat (4) UUD Tahun 1945 karena
telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional
Para Pemohon.

Analisis hemat peneliti, bahwa demi keadilan berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa, dimana peneliti dalam melakukan penelitian
ini berada dan berangkat dalam argumen hukum pro dengan penggugat.
Peneliti menganggap bahwa pembuat Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum telah melakukan kesalahan dan kekhilafan
yang nyata, terlebih lagi sudah menjadi tugas dan kewenangan mahkamah
konstitusi dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah
Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguiji
undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Legal Standing penggugat juga jelas dan dijamin oleh Undang-
undang, dimana jaminan itu tertuang dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1)
Undang-undang Mahkamah Konstitusi, pihak yang dapat mengajukan
permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD
1945 adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a) Perorangan Warga Negara Indonesia;

b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

¢) Badan hukum publik atau privat; atau

d) Lembaga Negara.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

a) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

b) Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku
untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya
diikuti 2 (dua) pasangan calon”;

c) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

2. Inkonstitusionalitas Pasal 416 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV11/2019
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Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah:®
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945)

b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)

¢) Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang (Perppu)

d) Peraturan Pemerintah (PP)

e) Peraturan Presiden (Perpres)

f) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi

g) Peraturan Kabupaten atau Kota

Berdasarkan hiraki tersebut diatas maka suatu peraturan tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya, maka dengan
demikian dapat di pahami bahwa suatu Undang — undang tidak boleh
bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945).

Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah tindakan pengujian oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji konstitusionalitas suatu UU,
baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pengujian konstitusionalitas
dimaksud menggunakan konstitusi (UUD 1945) sebagai batu ujinya. UU
dinyatakan konstitusional ketika normanya berkesesuaian dengan norma
UUD 1945, dan dinyatakan tidak konstitusional ketika normanya
bertentangan dengan UUD 1945, ’

Konstitusional bersyarat adalah kondisi suatu norma UU dinilai
bersesuaian dengan UUD 1945 jika kelak ditafsir sesuai dengan syarat
atau parameter yang telah ditetapkan oleh MK. Adapun inkonstitusional
bersyarat adalah sebaliknya, yaitu norma UU yang dimohonkan
pengujian secara kekinian bersesuaian dengan UUD 1945, namun ada
potensi menjadi inkonstitusional ketika kelak ditafsirkan secara berbeda.
Dengan kata lain, dalam putusan konstitusional bersyarat MK
merumuskan syarat-syarat atau membuat tafsir agar suatu norma UU
yang diuji dapat dinyatakan sesuai dengan UUD 1945, sedangkan dalam
putusan inkonstitusional bersyarat MK membuat tafsir secara negatif,
artinya suatu norma UU seketika inkonstitusional ketika ditafsirkan
seperti rumusan/tafsiran MK. 8

Dalam pengujian UU, nilai atau derajat konstitusionalitas maupun
inkonstitusionalitas suatu norma tidak sama. Di balik pernyataan
konstitusionalitas suatu norma sebenarnya terdapat bobot yang
menempatkan  setiap norma ke dalam tingkat “kepekatan”
konstitusionalitas yang berbeda. Sebagai ilustrasi, seandainya pengujian
tingkat “kepekatan” konstitusionalitas suatu norma UU dinilai
menggunakan skala antara 0 hingga 10, dimana nilai 5 merupakan batas

6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

" Wibowo, M. (2016). Menakar Kkonstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam
pengujian undang-undang. Jurnal Konstitusi, 12(2), 196-216.

8 1bid
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antara yang konstitusional dengan yang inkonstitusional, maka akan
terdapat norma yang lulus uji dengan nilai 6, 7, atau bahkan 10. Namun
ada pula norma yang nilainya di bawah standar konstitusionalitas, yaitu
bernilai 5, 3, bahkan 0. Penilaian ini selain dipengaruhi pada kepatuhan
norma UU kepada konstitusi, dipengaruhi pula oleh ketegasan tafsir/arti
norma konstitusi.

Dari skala nilai konstitusionalitas tersebut, muncul permasalahan
ketika suatu norma UUD 1945 ditafsirkan oleh UU menjadi norma A dan
mendapat nilai konstitusionalitas 7, padahal dapat saja pembentuk UU
menafsirkannya menjadi norma B agar dapat memperoleh nilai 9.
Apakah norma A dimaksud benar-benar dapat bernilai konstitusional
ketika lahir dari penafsiran yang minimalis, padahal tidak ada
penghalang bagi pembentuk UU untuk menafsirkannya secara
maksimal?°

Pengujian UU disebut sebagai pengujian konstitusionalitas karena
menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya. Norma UUD 1945
diposisikan sebagai “norma perintah”, sementara norma UU diposisikan
sebagai “norma pelaksana”. Sebagai norma pelaksana maka UU harus
bersifat lebih teknis dan lebih sempit cakupannya dibandingkan dengan
UUD 1945. Dengan kata lain, UU bersifat konstitusional ketika
menafsirkan norma UUD 1945 secara lebih teknis sehingga dapat
diterapkan dalam kehidupan berhukum sehari-hari.

Penafsiran konstitusi digunakan dalam judicial review untuk
menilai dan memutuskan tingkat konstitusionalitasnya setiap produk
hukum (peraturan perundangan) secara hierarkis. Jimly Asshiddigie
mengemukakan cakupan pengertian konstitusionalitas itu sendiri, apakah
dapat dikatakan  konstitusional, inkonstitusional, atau ekstra
konstitusional. pertama, untuk menilai persoalan konstitusionalitas
sesuatu norma yang diuji, sumber-sumber hukum tata negara dapat
dipakai. Dengan kata lain, Jimly hendak mengatakan bahwa pengertian
konstitusionalitas bukan konsep yang sempit yang hanya terpaku kepada
apa yang tertulis dalam naskah UUD saja, melainkan dapat juga pada
dokumen tarkait dengan naskah UUD seperti risalah, nilai-nilai konstitusi
yang hidup dalam praktik, dan nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran
kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik. Kedua, karena tidak
terdapat substansi definisi tentang unconstitutional, Jimly mengangkat
pembedaan inkonstitusional berupa illegal atau wrong. Terhadap arti
tersebut Jimly mencatat pandangan L.A. Hart bahwa inkonstitusional
tidak identik dengan ilegal. Dijelaskan, bahwa jika suatu norma
bertentangan dengan konstitusi tertulis, maka disebut illegal atau tidak
sah, sementara jika suatu norma bertentangan dengan konstitusi yang
tidak tertulis, maka dikategorikan sebagai keliru (wrong). Sayangnya,

% ibid
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dalam buku tersebut Jimly tidak mengelaborasi maksud dari ekstra

konstitusional.®

Dalam pelaksanaan kewenangan di Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, konstitusionalitas memunculkan varian, apakah Undang-
Undang yang diuji konstitusional atau inkonstitusional. Di Mahkamah
Konstitusi, konstitusionalitas tersebut dinyatakan apakah bertentangan
atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jika Mahkamah
mengabulkan Permohonan pengujian materiil, maka dinyatakan bahwa
bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang
dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.21 Di luar itu dalam berbagai putusannya,
Mahkamah Konstitusi mengembangkan model konstitusional bersyarat
(Conditionally ~ Constitutional)  dan  inkonstitusional  bersyarat
(Conditionally Unconstitutional).!

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut diatas mengenai asas dan
definisi konstitusional dan inkonstitusionalitas suatu Undang — undang,
maka apa yang telah diputuskan oleh MK dalam Perkara Nomor
39/PUU-XV11/2019 adalah merupakan suatu putusan yang tepat menurut
hukum.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dalam
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan
hukum sebagai berikut:

a) Isu Konstitusional yang dimohonkan pengujian adalah ketentuan
Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu membuka potensi Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden akan mengalami pengulangan, setidaknya
sampal putaran kedua, walaupun hanya diikuti oleh dua pasangan
calon presiden dan wakil presiden. Hal demikian karena ketentuan a
quo hanya mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden
dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden diikuti oleh
lebih dari dua pasangan calon, dan tidak mengatur syarat
keterpilihan manakala sejak awal pemilihan umum presiden dan
wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon;

b) Syarat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden
dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A
UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat
(1) UU Pemilu. Sebelum berlakunya UU Pemilu, ketentuan
mengenai syarat keterpilihan pasangan presiden dan wakil presiden
diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, yang selengkapnya
mengatur sebagai berikut:

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang
memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari
jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap

10 Junaenah, Inna. "Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang." Jurnal
Konstitusi 13.3 (2016): 503-529.
1 Ibid
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provinsi yang tersebar di lebih dari % (setengah) jumlah
provinsi di Indonesia”.

c) Norma yang sama dengan norma yang termaktub dalam Pasal 416
ayat (1) UU Pemilu telah pernah dimohonkan pengujian
konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu norma
dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, dan telah pula diputus dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X11/2014, bertanggal
3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut Mahkamah mengabulkan
permohonan para Pemohon dan dengan demikian norma dalam
ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak lagi mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Dari penelusuran risalah rapat pembahasan perubahan UUD 1945,
memang tidak dibicarakan secara ekspresis verbis apabila hanya terdapat
dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hanya saja pada saat
perubahan ketiga, masih ada sisa persoalan yang belum terselesaikan
yaitu apa solusinya jika pasangan calon Presiden tidak ada yang
memenuhi syarat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

Dalam hal ini terdapat dua pilihan yaitu, terhadap dua pasangan
yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua yang dipilih
langsung oleh rakyat dipilih kembali oleh rakyat atau dipilih oleh MPR
yang pada perubahan keempat diputuskan untuk dipilih langsung oleh
rakyat tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6A
ayat (3) UUD 1945.

Menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, walaupun tidak ada
penegasan bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dimaksudkan apabila
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan
tetapi dikaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A UUD 1945, dapat
ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat itu terkait dengan
asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua
pasangan calon. Selain itu, dengan mendasarkan pada penafsiran
gramatikal dan penafsiran sistematis makna keseluruhan Pasal 6A UUD
1945 sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4)
UUD 1945 yang menyatakan:

“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum ...”

Berkaitan dengan banyaknya atau paling tidak ada lebih dari dua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti pemilihan
pada putaran sebelumnya sebagaimana terkandung dalam Pasal 6A ayat
(2) UUD 1945, Menunjukkan dengan jelas makna itu jika dikaitkan
dengan ketentuan pada Ayat (2) dan Ayat (3) sebelumnya. Jika sejak
semula hanya ada dua pasangan calon, mengapa dalam ayat (4)
dinyatakan:

“dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak

pertama dan kedua ...".
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Jika terdapat asumsi hanya ada dua pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden yang ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada
penegasan “dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak
pertama dan kedua ...” karena dengan dua pasangan calon tentulah salah
satu di antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua.
Dengan demikian makna Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca
dalam satu rangkaian dengan makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945.

Menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kebijakan
pemilihan Presiden secara langsung dalam UUD 1945 mengandung
tujuan yang fundamental dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Presiden
Republik Indonesia adalah Presiden yang memperoleh dukungan dan
legitimasi yang kuat dari rakyat. Dalam hal ini, prinsip yang paling
penting adalah kedaulatan rakyat, sehingga Presiden terpilih adalah
Presiden yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Untuk mencapai
tujuan itu, berbagai alternatif telah dibahas ketika perubahan UUD 1945,
antara lain, terdapat usulan bahwa dua pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat: dipilih oleh MPR atau
diajukan oleh partai politik pemenang pertama dan kedua dalam
pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat. Kesemuanya itu adalah
dalam rangka proses demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden yang diajukan oleh gabungan beberapa partai politik yang
bersifat nasional, menurut Mahkamah pada tahap pencalonan pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi prinsip representasi
keterwakilan seluruh daerah di Indonesia karena calon Presiden sudah
didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan
penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, tujuan
kebijakan pemilihan presiden yang merepresentasi seluruh rakyat dan
daerah di Indonesia sudah terpenuhi.

Terlebih lagi UU Pilpres kemudian dicabut dan diganti oleh UU
Pemilu yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2017. Dalam kaitannya
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X11/2014, proses
perancangan UU Pemilu yang mencabut UU Pilpres dilakukan setelah
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUXII/2014,
sehingga menurut Mahkamah sudah sepatutnya pembentuk undang-
undang mengetahui dan memperhatikan keberadaan Putusan Mahkamah
Konstitusi a quo yang menyatakan norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua
pasangan calon. Apalagi penafsiran norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah pula dijadikan
sebagai salah satu landasan hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014.

Namun ternyata substansi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres
yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah secara bersyarat
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tersebut dimuat kembali dengan rumusan yang persis sama oleh
pembentuk undang-undang sebagaimana dalam Pasal 416 ayat (1) UU
Pemilu.

Berkenaan dengan dimuat atau dihidupkan kembali norma undang-
undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28
September 2017 dinyatakan: Sebagai institusi yang diberikan wewenang
konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap
UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah
merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian
terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu suatu Undang-
Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi
dihidupkan kembali dalam revisi.

Dengan memaknai secara tepat dan benar serta tidak terdapat
alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali norma yang telah pernah
dinyatakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah harus menyatakan
bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan
calon, sesuai dengan Putusan Nomor 50/PUU-X11/2014.

Putusan Makamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat
final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh)
serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai
diucapkan dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang
wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh organ penyelenggara
Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh karena itu,
Putusan MK dalam Perkara Nomor 39/PUU-XVI11/2019 mengenai materi
muatan pasal/ayat dalam UU Pemilu yang dinyatakan bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan
sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU Pemilu.

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara
Nomor 39/PUU-XVI1/2019 sebagaimana diuraikan diatas, tentunya
sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan ketatanegaraan Indonesia,
Pemilu yang menjadi ajang 5 tahunan tersebut dan sekaligus sebagai
amanat Undang-Undang untuk menentukan orang nomor satu di
Indonsia. Sebab Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
untuk mempertegas sistem pemerintahan Presidensil. Baik Lembaga
Legislatif maupun Lembaga Ekskutif sama-sama dipilih langsung oleh
rakyat, oleh karena itu agar terjadi check and balances antara Dewan
Perwakilan Rakyat RI dengan Presiden Republik Indonesia.

Keyakinan akan Pemilu sebagai instrumen demokrasi bukan hal
baru dalam sejarah Indonesia merdeka. Bahkan rezim otokratis semisal
Orde Baru pun tetap melaksanakan Pemilu secara berkala sebagai wujud
pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Kendatipun pelaksanaannya jauh dari
kaidah demokrasi, namun Pemilu telah menjadi instrumen terpenting
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yang membentuk keyakinan dan tradisi politik pada seluruh rakyat
Indonesia akan signifikasi Pemilu dalam kehidupan demokrasi. Pemilu
seakan menjadi mantra bagi negara yang ingin dikategorikan sebagai
negara demokratis.

Menurut Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., “yang memiliki kekuatan
hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah
pertimbangan/pendapat Hakim Konstitusi yang membangun amar
putusan, sebab pertimbangan/pendapat tersebut dapat dianggap sebagai
tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan
Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945.

Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S.H., M.H. yang memberikan pendapat bahwa “Pertimbangan
hukum yang mengikat yang masuk kategori 'ratio decidendi' atau rasio
keputusan yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar,
sedangkan selebihnya biasa disebut 'obiter dictatum' tidak mengikat secara
hukum.*?

F. Penutup
1. Kesimpulan

Inkonstitusionalitas Pasal 416 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 39/PUU-XVI11/2019: Bahwa berdasarkan putusan MK
nomor tersebut diatas sudah jelas bahwa pasal tersebut yang dimaksud
adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang — undang Dasar Negara Republik Indonesia tahin 1945.

Analisis hemat peneliti, bahwa Demi keadilan berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa, dimana peneliti dalam melakukan penelitian
ini berada dan berangkat dalam argumen hukum pro dengan penggugat.
Peneliti menganggap bahwa pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum telah melakukan kesalahan dan kekhilafan
yang nyata, terlebih lagi sudah menjadi tugas dan kewenangan mahkamah
konstitusi dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah
Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguiji
undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Pengujian UU disebut sebagai pengujian konstitusionalitas karena
menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya. Norma UUD 1945
diposisikan sebagai “norma perintah”, sementara norma UU diposisikan
sebagai “norma pelaksana”. Sebagai norma pelaksana maka UU harus
bersifat lebih teknis dan lebih sempit cakupannya dibandingkan dengan
UUD 1945. Dengan kata lain, UU bersifat konstitusional ketika
menafsirkan norma UUD 1945 secara lebih teknis sehingga dapat
diterapkan dalam kehidupan berhukum sehari-hari.

12 Asshiddigie, Jimly. "Hukum acara pengujian undang-undang." (2006).
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Dengan demikian disimpulkan bahwa ketentuan dalam pasal 416
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
adalah inkonstitusional.

2. Saran

Dengan menganalisa terhadap putusan MK Nomor 39/PUU-
XVI1/2019 dan putusan MK nomor 50/PUU-XI1/2014, terlihat jelas
adanya kekhilafan atau mungkin kesengajaan yang dilakukan oleh
pembuat Undang-undang, dengan demikian peran serta masyarakat ssangat
diperlukan dalam mengawasi segala bentuk produk perundang-undangan
sebagai fungsi kontrol selain tugas pokok dari Mahkamah Konstitusi, demi
tegaknya konstitusi negara kita yaitu UUD tahun 1945.
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